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PUTUSAN
Nomor 2291 K/PID.SUS/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara Tindak Pidana Khusus Korupsi pada tingkat kasasi yang
dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan

Terdakwa Murman Efendi, S.H.,M.H., bin Ismail, telah memutus perkara

Terdakwa :
Nama . Murman Efendi, S.H.,M.H., bin Ismail;
Tempat lahir . Desa Puguk (Kabupaten Seluma);
Umur / Tanggal lahir . 55 tahun/21 November 1960;
Jenis kelamin . Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapuas | Blok A/3, Kelurahan Padang
Harapan, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan :  Swasta (mantan Bupati Seluma);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan 8 November 2017,

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan
sebagai berikut :

DAKWAAN,;
Kesatu Primair ;

Bahwa Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku
Bupati Seluma periode 2010-2015 bersama-sama dengan H. JORESMIN
NURYADIN, SH bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur PT Puguk Sakti
Permai sebagai penyedia barang dan jasa pembangunan
infrastrukturpeningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan
pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran, berdasarkan
kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-111/2011
tanggal 15 Maret 2011, H.ERWIN PAMAN ST,MM bin PAMAN MANAP (Alm)
selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma
sekaligus selaku Kuasa Penguna Anggaran dan SAMIDI, ST. MM selaku
Kasubdin Bina Marga di Dinas PU Propinsi Bengkulu sekaligus dalam
pelaksanaan proyek tersebut sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH. bin
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ISMAIL selaku Bupati Seluma Nomor 53 tahun 2011 tentang Penetapan
Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix Dalam Kota Tais Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma TA. 2011 tanggal 14 Januari 2011, yang
dilakukan penuntutan secara terpisah (telah mempunyai kekuatan hukum
tetap), pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember
2011 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas Pekerjaan
Umum Pemerintah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa
dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan,
turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan dilakukan
oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupatan Seluma Nomor 12 tahun 2010
tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran
Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik
melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) Tahun
Anggaran, dengan alokasi anggaran Rp350.000.000.000,00 ( tiga ratus
lima puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma
untuk pekerjaan 26 (dua puluh enam) ruas jalan;
Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kabupaten
Seluma tersebut, kemudian Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH BIN
ISMAIL selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati
Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang
Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix
dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang
kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011
tanggal 14 Februari 2011 tentangPerubahanAtas Peraturan Bupati Seluma
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur
Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui
Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan
Bupati tersebut dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :
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1. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan
bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan
merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak,
sedangkan  Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a
menyatakan : "dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Penguna
Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan
yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan
dan tingkat efesiensinya seharusnya dilakukan di beberapa
lokasi/daerah masing-masing”;

2. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak
memperhitungkan  kemampuan dasar perusahaan, sedangkan
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, BAB Il Pasal 20 ayat (1) menyatakan “untuk
pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman
tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir”;

3. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan
perusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quary (mesin pemecah batu)
dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan “dalam
melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang
menentukan kriteria, peryaratan atau prosedur pengadaan yang
diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif”.
Kemudian Pasal 56 ayat (10), menyatakan: "ULP/Pejabat pengadaan
dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan
diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan
peraturan presiden ini”;

4., Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6
menyatakan: "uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan
jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak”, dimana perubahan peraturan
bupati tersebut dilakukan oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH.
MH. bin ISMAIL pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan
PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Pasal 79 menyatakan “dalam melakukan evaluasi
penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang

melakukan tindakan post bidding, yaitu tindadan mengubah,
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menambah, mengganti dan/atau mengurangi dokumen pengadaan

dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan

penawaran”;
Bahwa kedua Peraturan Bupati Seluma tersebut diterbitkan oleh Terdakwa
H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. bin ISMAIL selakuBupati Seluma
dimaksudkan untuk memenangkan PT Puguk Sakti Permai yang direkturnya
JORESMIN NURYADIN bin MURMAN EFFENDI merupakan anak dari
Terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH. bin ISMAIL untuk melaksanakan
pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi
hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima)
tahun anggaran;
Bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 yang diubah dengan
Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 tersebut kemudian
dijadikan acuan atau pedoman oleh panitia pengadaan dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pemerintah khusus untuk kegiatan pembangunan
infrastruktur  peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan
melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak;
Bahwa atas rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, pada
tanggal 8 Februari 2011, H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN
EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai mengajukan
penawaran  pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan
konstruksi hotmik, dengan penawaran senilai Rp338.572.007.000,00 (tiga
ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu
rupiah);
Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, PT Puguk Sakti Permai yang
direkturnya JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI ditetapkan
sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku
Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan,
padahal PT Puguk Sakti Permai tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat
dimenangkan sebagai pemenang pelelangan, karena berdasarkan
perhitungan kemampuan dasar PT Puguk Sakti Permai tidak mempunyai
kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai
Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) karena
perhitungan kemampuan dasar suatu perusahaan didasarkan atas rumusan
sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB IIl pasal 20 ayat (1) yang
menyatakan: “untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt
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(nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir”, padahal

berdasarkan rumusan perhitungan kemampuan dasar dari Badan

Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bengkulu bahwa PT Puguk Sakti

Permai  hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan

pekerjaan maksimal senilai Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar

rupiah);

Setelah PT Puguk Sakti Permai yang direkturnya JORESMIN NURYADIN

Bin MURMAN EFFENDI ditetapkan sebagai pemenang pelelangan

kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat kontrak kerja induk (Surat

Perjanjian Kerja) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011,

dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan panjang

79,844 KM terdiri dari 26 ruang jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan

dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak

Rp338.572.007.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh

puluh dua ribu tujuh sen), dengan penganggaran setiap tahunnya:

1. Tahun ke-l 2011 sebesar Rp60.000.000.000,00;

2. Tahun ke-Il 2012 sebesar Rp70.000.000.000,00;

3. Tahun ke-lll 2013 sebesar Rp80.000.000.000,00;

4. Tahun ke-1V 2014 sebesar Rp80.000.000.000,,00;

5. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp48.572.007.000,00;

Kontrak  kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs. MULKAN

TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN

Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai

dengan diketahui olehTerdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin

ISMAILselaku Bupati Seluma.

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ke - | 2011 dibuat 2 (dua)

kontrak kerja anak, antara H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN

EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai dengan Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu:

- Kontrak anak tahap pertama Nomor 06/KT-KA.A/DPU-
PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3
(tiga) ruas jalan senilai Rp24.750.000.000,00 ( dua puluh empat miliar
tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu :

1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp15.312.177.619,14;
2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp3.194.437.851,89;
3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedui senilai Rp3.993.385.272,41;
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Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23
Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM
selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin
MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai
diketahui oleh SAIFUL ANWAR,SE. Selaku Sekretaris Daerah
Kabupaten Seluma;

- Kontrak anak tahap kedua Nomor 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/II/2011
tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp35.250.000.000,00; (tiga puluh lima
miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan:

1. Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp11.404.471.211,09;

2. Jalan TlangSaling-Petai Keriting senilaiRp8.492.205.781,16;

3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp.

8.835.935.110,68;

4. Jalan Rimbo kedui-SLB Rp3.312.842.583,4;
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28
Desember 2011, yang ditandatangani oleh H.LERWIN PAMAN, ST, MM
selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin
MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai,
diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, SE. Selaku Sekretaris Daerah
Kabupaten Seluma;

Pada tanggal 16 Maret 2011 H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN

EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai, mengajukan

pencairan uang muka proyek,dengan surat permohonan Nomor

24/PSP/1/2011, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk
pencairan uang muka 15 % dari nilai kontrak jamak senilai

Rp50.785.801.000,00; (lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta

delapan ratus satu ribu rupiah) dan berdasarkan permohonan dari H.

JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT

Puguk Sakti Permai, kemudian Terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH.

MH.Bin ISMAIlLselaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka

tersebutsecara bertahapsenilai Rp33.460.801.050,00 (tiga puluh tiga miliar

empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah) atau

56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam

puluh miliar rupiah)dengan rincian sebagai berikut :

No Nomor SP2D Tanggal Nilai
1 960/488/I1/LS/DPPKAD/2011 22 Maret 2011 Rp. 11.548.000.000,-
2 960/489/11/LS/DPPKAD/2011 22 Maret 2011 Rp.7.425.000.000,-
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960/577/1II/LS/DPPKAD/2011 4 April 2011 Rp.10.500.000.000,-
4 960/695/11/LS/IDPPKAD/2011 4 April 2011 Rp.3.987.801.050,-
Jumlah Rp.33.460.801.050,-

Besaran pencairan uang muka yang diajukan H. JORESMIN NURYADIN
Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai
yang di setujui oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH.Bin ISMAIL
selaku Bupati Seluma tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan tentang
pembayaran uang muka sebagaimana diaturdalam  Peraturan
PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Pemerintah, Pasal 88 ayat (3) menyatakan : “besarnya uang
muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2
(dua) pilihan, yaitu 20% (dua puluh perseratus ) dari kontrak tahun pertama
atau 15 % ( lima belas perseratus) dari nilai kontrak”, sehingga seharusnya
besarnya uang muka yang dapat dibayarkan kepada Terdakwa PT Puguk
Sakti Permai yaitu :

- 20% dari kontrak tahun pertama (Rp60.000.0001.000,00) senilai

Rp12.000.000.000,00 atau
- 15% dari nilai kontrak (Rp338.572.007.000,00) senilai
Rp50.785.801.050,00;

dengan demikian pembayaran yang seharusnya diterima oleh Terdakwa PT
Puguk Sakti Permai dalam pembayaran uang muka hanya senilai
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

Bahwa pembayaran uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan,
karena tidak menjaminkan aset yang dimiliki dan atau jaminan bank atau
jaminan asuransi, melainkan hanya formalitas saja tertulis dalam berita
acara pembayaran uang mukasebesar 15% dari nilai kontrak senilai
Rp46.928.412.000,00 ( empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh
delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dan senilai
Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)yang dikeluarkan oleh PT
Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), padahal aset dari objek yang
dijaminkan tidak ada, hal tersebut tidaktidak sesuaidengan Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
PemerintahPasal 1 ayat (35)menyatakan: “surat jaminan yang selanjutnya
disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan
tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Pejaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh
Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya

kewajiban Penyedia Barang/Jasa”;
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Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan
pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan
konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak
untuk masa tahun anggaran 2011 pada rekening H. JORESMIN NURYADIN
Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai di
Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor rekening 3030107002311 dan
Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan Nomor rekening 0115-01-002072-30-
1 adalah sebagai berikut :

1. Kontrak Anak Tahap | sebesar Rp24.750.000.000,00 (Sumber Dana Ad-

hoc);

Tahap | (Uang Muka)SP2D, tanggal 22 Maret -2011 Rp7.425.000.000
Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011 Rp6.113.250.000
Termin 74% SP2D , tanggal 29 Nopember 2011 Rp4.776.750.000
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011 Rp6.435.000.000+
Jumlah Rp24.750.000.000

(dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

2. Kontrak Anak Tahap Il sebesar Rp35.250.000.000 (sumber dana dau)
Tahap | (Uang muka)SP2D,tanggal 22 Maret 2011  Rp11.548.000.000
Tahap Il (Uang Muka)SP2D, tanggal 04 April 2011 Rp10.500.000.000
Tahap Il (Uang Muka)SP2D, tanggal 04 Mei 2011 Rp 3.987.801.000
Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011 Rp 6.805.000.000
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011 Rp2.401.198.150+
Jumlah Rp35.241.999.200

(Tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus

sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Bahwa kontrak untuk Tahun Anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah

diterima oleh PT Puguk Sakti Permai, namun berdasarkan hasil

pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas

Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan

kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak, yaitu :

1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) ruas
jalanpekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan
konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun
jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011 dari Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke Badan
Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan
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Tinggi Bengkulu dengan surat Nomor 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22
Januari 2013 yaitu, :

Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting;

Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan ;

Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedui;

Jalan Rimbo Kedui-SLB,;

Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas,

pada pekerjaan 4 (empat) ruas jalan, yaitu :

- Ketebalan base B=22cm yang belum memenuhi ketebalan rencana 25
cm;

- Derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %.
Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapai
persyaratan teknis , karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan
lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%;
2. Berdasarkan laporan pelaksanaan bantuan tenaga ahli, terhadap 3
(tiga) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan
dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan
tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu Nomor 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli
2013, yaitu:
Jalan bunga Mas- Kejari-Kota Agung Bundaran;
Jalan Talang Saling-Petai Keriting;
Jalan Ampar Gading- Sembayat;

dengan perincian :

a. Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

No Uraian Satuan Volume addendum | Volume  hasil | Volume  hasil
pengukuran pengukuran
lapangan lapangan -

volume
addendum

1 2 3 4 5 6=5-4

1 Mobilasi Ls 0,02 WAJAR -

2 Galian  untuk | M3 243,75 WAJAR -

selokan

Drainase dan

saluran air

Galian Biasa M3 146.716,30 155.949,08 9.232,78
4 Timbunan M3 10.075,89 4.436,64 (5.639,25)

Biasa dari
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Selain  Galian
Seumber
Bahan
5 Timbunan M3 15.000,00 21.567,71 6.567,71
Pilihan
6 Penyiapan M2 46.050,09 57.642,28 11.592,19
Badan Jalan
7 Struktur , Beton | M3 98,18 WAJAR -
K250
8 Baja Tulangan | Kg 11309,71 WAJAR -
U24 Polos
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume
Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume

2.2. Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting

No | Uraian Satuan Volume Volume  hasil | Volume hasil
addendum pengukuran pengukuran
lapangan lapangan — volume
addendum
1 2 3 4 5 6=5-4
1 Mobilasi Ls 0,02 WAJAR -
2 Galian Biasa M3 86.424,31 73.500,49 (12.923,82)
3 Timbunan M3 23.165,81 19.259,03 (3.906,78)
Pilihan
4 Penyiapan M2 40.900,00 51.187,04 10.287,04
Badan Jalan

Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume

Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume

2.3.Ruas Jalan Ampar Gading- Sembayat

No | Uraian Satuan | Volume Volume hasil | Volume hasil

addendum pengukuran pengukuran lapangan
lapangan — volume addendum

1 2 3 4 5 6=5-4

1 Mobilasi Ls 0,02 WAJAR -

3 Galian Biasa M3 61.624,11 65.871,75 4.247,64

4 Timbunan Biasa | M3 14.180,57 - (14.180,57)

dari Selain

Galian Seumber

Bahan

5 Timbunan M3 28.761,60 18.926,20 (9.835,40)
Pilihan

6 Penyiapan M2 45.749,00 51.429,88 5.680,88
Badan Jalan

Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume
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Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume

Bahwa perbuatan Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL,
telah menerbitkan Peraturan Bupati yang dijadikan acuan pedoman dalam
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khusus pekerjaan pembangunan
infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan
melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran
2011, yang Peraturan Bupati tersebut bertentangan dengan Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan proses pelelangan didapat

perusahaan yang tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan

pekerjaan tersebut, dan berakibat pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak
sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditanda tangani dan disepakati;

Atas temuan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu

terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK

Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu,

terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp4.185.750.353,37 (empat

miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima pulih ribu tiga ratus
lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen) dengan perincian :

1. Berdasarkan laporan  hasil Pemeriksaan BPK R.I  Nomor
11/LK/XVII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan
Pemerintah Daerah kabupaten Seluma tahun 2011 termasuk Pekerjaan
Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik
dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa
tahun anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik pada 4 (empat)
ruas jalansehingga terjadi kerugian negara senilai Rp499.756.390,62
(empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam
ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen);

2. Berdasarkan Laporan hasil Audit dari BPKP Perwakilan Propinsi
Bengkulu Nomor SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November
2013dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan
tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan Jalan
Kota Tais Kabuapten Seluma dengan konstruksi Hotmik  Tahun
Anggaran 2011, telah terjadi kerugian keuangan sejumlah
Rp3.685.993.962,75 (tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta
sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua

ribu tujuh puluh lima sen);
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atau setidak-tidaknya sejumlah nilai tersebut yang diterima oleh PT Puguk
Sakti Permai sebagai perbuatan memperkaya orang lain atau suatu
korporasi PT Puguk Sakti Permai;

Perbuatan Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH Bin ISMAIL
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang R.I
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku
Bupati Seluma periode 2010-2015 yang sengaja memberi kesempatan, sarana
kepada H. JORESMIN NURYADIN, SH bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur
PT Puguk Sakti Permai  sebagai penyedia barang dan jasa pembangunan
infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan
pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran,
berdasarkankontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor 600/02/K-
THJ/DPU-1I1/2011 tanggal 15 Maret 2011, pada waktu antara bulan Januari
2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidak-tidaknya pada Tahun
2011, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma
atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan
Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak
Pidana Korupsi, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan
untuk melakukan kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut
dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupatan Seluma Nomor 12 tahun 2010
tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran
Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik
melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) Tahun
Anggaran, dengan alokasi anggaran Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima
puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma untuk

pekerjaan 26 (dua puluh enam) ruas jalan;
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Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kabupaten

Seluma tersebut, kemudian Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH BIN

ISMAIL selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati

Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20Januari 2011 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang

Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix

dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang

kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011

tanggal 14 Februari 2011 tentangPerubahanAtas Peraturan Bupati Seluma

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur

Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui

Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan

Bupati tersebut dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :

1. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan
bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan
merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak,
sedangkan  Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a
menyatakan : "dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Penguna
Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan
yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan
dan tingkat efesiensinya seharusnya dilakukan di beberapa
lokasi/daerah masing-masing”;

2. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak
memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sedangkan
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, BAB Il Pasal 20 ayat (1) menyatakan “untuk
pekerjaan konstruksi kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman
tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir”;

3. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan
perusahaan jasa konstruksi  harus memiliki Quary (mesin pemecah
batu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan

“dalam melakukan pemaketan  barang/jasa, pengguna anggaran
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dilarang menentukan kriteria, peryaratan atau prosedur pengadaan
yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif".
Kemudian Pasal 56 ayat (10), menyatakan: "ULP/Pejabat pengadaan
dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif
serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan presiden
ini”;

4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6
menyatakan: "uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan
jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak”, dimana perubahan peraturan
bupati tersebut dilakukan oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH.
MH. Bin ISMAIL pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan
PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Pasal 79 menyatakan “dalam melakukan evaluasi
penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang
melakukan tindak post bidding, yaitu tindadan mengubah, menambabh,
mengganti dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau
dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran”;

Bahwa kedua Peraturan Bupati Seluma tersebut diterbitkan oleh Terdakwa

H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma

dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada PT. Puguk Sakti

Permai yang direkturnya JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI

merupakan anak dari Terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin

ISMAIL untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur

peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan

tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran;

Bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 yang diubah dengan

Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 tersebut kemudian

dijadikan acuan atau pedoman oleh panitia pengadaan dalam pelaksanaan

pengadaan barang/jasa pemerintah khusus untuk kegiatan pembangunan
infrastruktur  peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan
melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak;

Bahwa atas rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, pada

tanggal 8 Februari 2011, H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN

EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai mengajukan

penawaran  pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan

konstruksi hotmik, dengan penawaran senilai Rp338.572.007.000,00 (tiga
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ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu
rupiah);

Berdasarkan hasil pelelangan dengan mempedomani Peraturan Bupati
Nomor 4 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun
2011 yang diterbitkan oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin
ISMAIL yang isi dari peraturan bupati tersebut memuat persyaratan yang
diksriminasi dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk memberi
kesempatan kepada perusahaan tertentu, maka pada tanggal 10 Maret
2011, PT Puguk Sakti Permai yang direkturnya JORESMIN NURYADIN Bin
MURMAN EFFENDI ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Drs.
MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas
usulan dari panitia pelelangan, padahal PT Puguk Sakti Permai tidak
memenuhi syarat-syarat untuk dapat dimenangkan sebagai pemenang
pelelangan, karena berdasarkan perhitungan kemampuan dasar PT Puguk
Sakti Permai tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan
pekerjaan senilai Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah)
karena perhitungan kemampuan dasar suatu perusahaan didasarkan atas
rumusan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB Ill pasal 20
ayat (1) yang menyatakan: “untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar
sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun
terakhir”, berdasarkan rumusan perhitungan kemampuan dasar dari Badan
Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bengkulu bahwa PT. Puguk
Sakti Permai hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan
pekerjaan maksimal senilai Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar
rupiah);

Setelah PT Puguk Sakti Permai yang direkturnya JORESMIN NURYADIN
Bin MURMAN EFFENDI ditetapkan sebagai pemenang pelelangan
kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat kontrak kerja induk (Surat
Perjanjian Kerja) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011,
dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan panjang
79,844 KM terdiri dari 26 ruang jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan
dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak
Rp338.572.007.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh
puluh dua ribu tujuh sen), dengan penganggaran setiap tahunnya:

1. Tahun ke-l 2011 sebesar Rp60.000.000.000,00;
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2. Tahun ke-Il 2012 sebesar Rp70.000.000.000,00;

3. Tahun ke-Ill 2013 sebesar Rp80.000.000.000,00;

4. Tahun ke-1V 2014 sebesar Rp80.000.000.000,00;

5. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp48.572.007.000,00;

Kontrak  kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs.MULKAN

TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN

Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai

dengan diketahui olehTerdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH. Bin

ISMAIL selaku Bupati Seluma;

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ke - | 2011 dibuat 2 (dua)

kontrak kerja anak, antara H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN

EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai dengan Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu:

- Kontrak anak tahap pertama Nomor 06/KT-KA.A/DPU-
PPK/K.THJ//2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3
(tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000 (dua puluh empat miliar tujuh
ratus lima puluh juta rupiah) yaitu :

1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp15.312.177.619,14;

2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp3.194.437.851,89;

3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedui senilai  Rp3.993.385.272,41;
Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23
Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM
selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin
MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai
diketahui oleh SAIFUL ANWAR,SE. Selaku Sekretaris Daerah
Kabupaten Seluma;

- Kontrak anak tahap kedua Nomor 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/II/2011
tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp35.250.000.000,00 (tiga puluh lima

miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan:

1. Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp11.404.471.211,09;
2. Jalan TlangSaling-Petai Keriting senilai Rp8.492.205.781,16;
3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp8.835.935.110,68;
4. Jalan Rimbo kedui-SLB Rp3.312.842.583,4;

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28
Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM
selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin
MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai,
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diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, SE. Selaku Sekretaris Daerah
Kabupaten Seluma;

Pada tanggal 16 Maret 2011 H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN
EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai, mengajukan
pencairan uang muka proyek,dengan surat permohonan Nomor
24/PSP/1/2011, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk
pencairan uang muka 15 % dari nilai kontrak jamak senilai
Rp50.785.801.000,00 (lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta
delapan ratus satu ribu rupiah) dan berdasarkan permohonan dari H.
JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT
Puguk Sakti Permai, kemudian Terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.
Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka tersebut
secara bertahap senilai Rp33.460.801.050,00 (tiga puluh tiga miliar empat
ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah) atau 56%
dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh

miliar rupiah)dengan rincian sebagai berikut :

No | Nomor SP2D Tanggal Nilai

1 960/488/111/LS/DPPKAD/2011 22 Maret 2011 Rp. 11.548.000.000,-

2 960/489/11l/LS/DPPKAD/2011 22 Maret 2011 Rp.7.425.000.000,-

3 960/577/111/LS/DPPKAD/2011 4 April 2011 Rp. 10.500.000.000,-

4 960/695/111/LS/DPPKAD/2011 4 April 2011 Rp. 3.987.801.050,-
Jumlah Rp.33.460.801.050,-

Besaran pencairan uang muka yang diajukan H. JORESMIN NURYADIN
Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai
yang di setujui oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL
selaku Bupati Seluma tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan tentang
pembayaran uang muka sebagaimana diaturdalam Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pemerintah, Pasal 88 ayat (3)menyatakan “besarnya uang muka untuk
kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan,
yaitu 20% (dua puluh perseratus ) dari kontrak tahun pertama atau 15 % (
lima belas perseratus) dari nilai kontrak”, sehingga seharusnya besarnya
uang muka yang dapat dibayarkan kepada Terdakwa PT Puguk Sakti
Permai vyaitu :
- 20% dari kontrak tahun pertama(Rp60.000.000.000) senilai
Rp12.000.000.000,00 atau
- 15% dari nilai kontrak (Rp338.572.007.000) senilai
Rp50.785.801.050,00;
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dengan demikian pembayaran yang seharusnya diterima oleh Terdakwa PT
Puguk Sakti Permai dalam pembayaran uang muka hanya senilai
Rp12.000.000.00000 (dua belas miliar rupiah);
Bahwa pembayaran uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan,
karena tidak menjaminkan aset yang dimiliki dan atau jaminan bank atau
jaminan asuransi, melainkan hanya formalitas saja tertulis dalam berita
acara pembayaran uang mukasebesar 15% dari nilai kontrak senilai
Rp46.928.412.000,00 ( empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh
delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dan senilai
Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)yang dikeluarkan oleh PT
Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), padahal aset dari objek yang
dijaminkan tidak ada, hal tersebut tidaktidak sesuaidengan Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
PemerintahPasal 1 ayat (35)menyatakan: “surat jaminan yang selanjutnya
disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan
tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Pejaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh
Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya
kewajiban Penyedia Barang/Jasa”;
Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan
pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan
konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak
untuk masa tahun anggaran 2011 pada rekening PT Puguk Sakti Permai di
Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor rekening 3030107002311 dan
Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan Nomor rekening 0115-01-002072-30-
1 adalah sebagai berikut :
1. Kontrak Anak Tahap | sebesar Rp24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc)
Tahap | (Uang Muka)SP2D, tanggal 22 Maret -2011 Rp7.425.000.000

Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011 Rp6.113.250.000
Termin 74% SP2D , tanggal 29 Nopember 2011 Rp4.776.750.000
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011 Rp6.435.000.000
Jumlah Rp24.750.000.000

(dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

2. Kontrak Anak Tahap Il sebesar Rp35.250.000.000 (Sumber Dana DAU)
Tahap | (Uang muka)SP2D,tanggal 22 Maret 2011 Rp11.548.000.000
Tahap ll(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 April 2011 Rp210.500.000.000
Tahap lll(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 Mei 2011 Rp 3.987.801.000
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Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011 Rp 6.805.000.000
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011 Rp 2.401.198.150 +
Jumlah Rp35.241.999.200
(Tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus

sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Bahwa kontrak untuk tahun anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah

diterima oleh PT Puguk Sakti Permai,namun berdasarkan hasil

pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas

Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan

kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak, yaitu :

1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) ruas
jalanpekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan
konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun
jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011 dari Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke Badan
Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan
Tinggi Bengkulu dengan surat Nomor 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22
Januari 2013 yaitu, :

Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting;
Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan;
Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedui;

Jalan Rimbo Kedui-SLB,;

Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas,

pada pekerjaan 4 (empat) ruas jalan, yaitu :

- Ketebalan base B=22cm yang belum memenuhi ketebalan rencana 25
cm;

- Derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %.
Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapai
persyaratan teknis , karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan
lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%;

2. Berdasarkan laporan pelaksanaan bantuan tenaga ahli, terhadap 3
(tiga) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan
dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan
tahun jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011 dari Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu Nomor 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli
2013, yaitu:

Jalan bunga Mas- Kejari-Kota Agung Bundaran;
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Jalan Talang Saling-Petai Keriting;
Jalan Ampar Gading- Sembayat;
dengan perincian :

2.1.Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

No | Uraian Satuan | Volume Volume hasil | Volume hasil
addendum | pengukuran pengukuran
lapangan lapangan — volume
addendum
1 |2 3 4 5 6=5-4
1 Mobilasi Ls 0,02 WAJAR -
2 Galian untuk | M3 243,75 WAJAR -
selokan

Drainase dan

saluran air

3 Galian Biasa M3 146.716,30 | 155.949,08 9.232,78
Timbunan Biasa | M3 10.075,89 4.436,64 (5.639,25)
dari Selain

Galian Seumber

Bahan

5 Timbunan Pilihan | M3 15.000,00 21.567,71 6.567,71
Penyiapan M2 46.050,09 57.642,28 11.592,19
Badan Jalan

7 Struktur , Beton | M3 98,18 WAJAR -
K250

8 Baja  Tulangan | Kg 11309,71 WAJAR -
U24 Polos

Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume

Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume

2.2.Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting

No | Uraian Satuan | Volume Volume hasil | Volume hasil
addendum | pengukuran pengukuran
lapangan lapangan — volume
addendum
1 2 3 4 5 6=5-4
1 Mobilasi Ls 0,02 WAJAR -
2 Galian Biasa M3 86.424,31 73.500,49 (12.923,82)
3 Timbunan M3 23.165,81 19.259,03 (3.906,78)
Pilihan
4 Penyiapan M2 40.900,00 | 51.187,04 10.287,04
Badan Jalan

Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume

Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume

2.3.Ruas Jalan Ampar Gading- Sembayat
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No | Uraian Satuan | Volume Volume hasil | Volume hasil pengukuran

addendum | pengukuran lapangan —  volume
lapangan addendum

1 2 3 4 5 6=5-4

1 Mobilasi Ls 0,02 WAJAR -

3 Galian Biasa M3 61.624,11 | 65.871,75 4.247,64

4 Timbunan Biasa | M3 14.180,57 | - (14.180,57)

dari Selain

Galian Seumber

Bahan

5 Timbunan M3 28.761,60 | 18.926,20 (9.835,40)
Pilihan

6 Penyiapan M2 45.749,00 | 51.429,88 5.680,88
Badan Jalan

Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume

Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume

Atas temuan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu

terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK

Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu,

terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp4.185.750.353,37 (empat

miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima pulih ribu tiga ratus
lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen) dengan perincian :

1. Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I  Nomor
11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan
Pemerintah Daerah kabupaten Seluma tahun 2011 termasuk Pekerjaan
Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik
dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa
tahun anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik pada 4 (empat)
ruas jalan sehingga terjadi kerugian negara senilai Rp499.756.390,62
(empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam
ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen);

2. Berdasarkan Laporan hasil Audit dari BPKP Perwakilan Propinsi
Bengkulu Nomor SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013
dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan
tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan Jalan
Kota Tais Kabuapten Seluma dengan konstruksi Hotmik  Tahun
Anggaran 2011, telah terjadi kerugian keuangan sejumlah
Rp3.685.993.962,75 (tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta
sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua

ribu tujuh puluh lima sen) atau setidak-tidaknya sejumlah nilai tersebut
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yang diterima oleh PT Puguk Sakti Permai sebagai perbuatan

memperkaya orang lain atau suatu korporasi PT Puguk Sakti Permai;

Perbuatan Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH Bin
ISMAILsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 juncto
Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi juncto Pasal 56 ayat 2 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH Bin ISMAIL selaku
Bupati Seluma periode 2010-2015 bersama-sama dengan H. JORESMIN
NURYADIN, SH bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur PT. Puguk Sakti
Permai sebagai penyedia barang dan jasa pembangunan infrastruktur
peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan
tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran, berdasarkankontrak kerja
induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15
Maret 2011, H.ERWIN PAMAN ST, MM Bin PAMAN MANAP (Alm) selaku
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma sekaligus
selaku Kuasa Penguna Anggaran dan SAMIDI, ST. MM selaku Kasubdin Bina
Marga di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sekaligus dalam
pelaksanaan proyek tersebut sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
berdasarkan Surat Keputusan H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL
selaku Bupati Seluma Nomor 53 tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolaan
Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas Pekerjaan Umum
Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2011 tanggal 14 Januari 2011, yang
dilakukan penuntutan secara terpisah (yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap), pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember
2011 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas Pekerjaan
Umum Pemerintah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa
dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan,
yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
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kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
Negara, yang dilakukan dengan cara :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah, Pasal 25 menyatakan: “ kepala daerah mempunyai tugas dan

wewenang :

1. Memimpin  penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

2. Mengajukan rancangan Perda;

3. Menetapkan PERDA yang telah mendapat persetujuan DPRD;

4. Menyusun dan mengajukan rancangan PERDA tentang APBD kepada
DPR untuk dibahas dan ditetapkan bersama;

5. Mengupayakan terlaksanakanya kewajiban daerah;

6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur

peningkatan jalan dengan konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan

pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran dengan alokasi
anggaran Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah),

Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati

Seluma telah melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kabupaten

Seluma tersebut, kemudian Terdakwa H.MURMAN EFFENDI.,SH. MH. Bin

ISMAIL selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati

Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang

Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix

dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang

kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011

tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur

Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui

Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan
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Bupati tersebut dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :

1. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan
bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan
merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak,
sedangkan  Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a
menyatakan : "dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Penguna
Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan
yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan
dan tingkat efesiensinya seharusnya dilakukan di beberapa
lokasi/daerah masing-masing”;

2. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak
memperhitungkan  kemampuan dasar perusahaan, sedangkan
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, BAB Ill Pasal 20 ayat (1) menyatakan : “untuk
pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman
tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir”;

3. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan
perusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quary (mesin pemecah batu)
dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan “dalam melakukan
pemaketan  barang/jasa, pengguna anggaran dilarang menentukan
kriteria, peryaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan
atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif’. Kemudian Pasal 56 ayat
(10), menyatakan "ULP/Pejabat pengadaan dilarang menambah
persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang
telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan presiden ini”;

4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6
menyatakan "uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan
jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak”, dimana perubahan peraturan bupati
tersebut dilakukan oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin
ISMAIL pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan
PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Pasal 79 menyatakan “dalam melakukan evaluasi

penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang
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melakukan tindak post bidding, yaitu tindadan mengubah, menambah,

menggantiu dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau

dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran”;
Bahwa kedua Peraturan Bupati Seluma tersebut diterbitkan oleh Terdakwa
H. MURMAN EFFENDI,SH. MH. Bin ISMAIL Bupati Seluma dimaksudkan
untuk memenangkan PT Puguk Sakti Permai yang direkturnya JORESMIN
NURYADIN merupakan anak dari Terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH.
MH. Bin ISMAIL untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur
peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan
tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran;
Bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 yang diubah dengan
Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 tersebut kemudian
dijadikan acuan atau pedoman oleh panitia pengadaan dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pemerintah khusus untuk kegiatan pembangunan
infrastruktur  peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan
melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak;
Bahwa atas rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, pada
tanggal 8 Februari 2011, H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN
EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai mengajukan
penawaran  pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan
konstruksi hotmik, dengan penawaran senilai Rp338.572.007.000,00 (tiga
ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu
rupiah);
Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, PT Puguk Sakti Permai ditetapkan
sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku
Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan,
padahal PT Puguk Sakti Permai tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat
dimenangkan sebagai pemenang pelelangan, karena berdasarkan
perhitungan kemampuan dasar PT Puguk Sakti Permai tidak mempunyai
kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai
Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) karena
perhitungan kemampuan dasar suatu perusahaan didasarkan atas rumusan
sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab Ill Pasal 20 ayat (1)
yang menyatakan: “untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3
NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir”,

berdasarkan rumusan perhitungan kemampuan dasar dari Badan
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Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bengkulu bahwa PT. Puguk
Sakti Permai hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan
pekerjaan maksimal senilai Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar
rupiah);

Setelah PT Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan

kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat kontrak kerja induk (Surat

Perjanjian Kerja) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011,

dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan panjang

79,844 KM terdiri dari 26 ruang jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan

dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak

Rp338.572.007.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh

puluh dua ribu tujuh sen), dengan penganggaran setiap tahunnya:

1. Tahun ke-l 2011 sebesar Rp60.000.000.000,00;

2. Tahun ke-Il 2012 sebesar Rp70.000.000.000,00;

3. Tahun ke-lll 2013 sebesar Rp80.000.000.000,00;

4. Tahun ke-IV 2014 sebesar Rp80.000.000.000,00;

5. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp48.572.007.000,00;

Kontrak  kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs.MULKAN

TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN

Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai

dengan diketahui olehTerdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL

selaku Bupati Seluma;

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ke-l 2011 dibuat 2 (dua)

kontrak kerja anak, antara H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN

EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai dengan Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu:

- Kontrak anak tahap pertama Nomor 06/KT-KA.A/DPU-
PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3
(tiga) ruas jalan senilai Rp24.750.000.000,00 (dua puluh empat miliar
tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu :

1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp15.312.177.619,14,

2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp3.194.437.851,89;

3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedui senilai  Rp3.993.385.272,41;
Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23
Desember 2011, yang ditandatangani oleh H.ERWIN PAMAN, ST, MM
selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin
MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai
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diketahui oleh SAIFUL ANWAR,SE. Selaku Sekretaris Daerah
Kabupaten Seluma;

- Kontrak anak tahap kedua Nomor 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/II/2011
tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp35.250.000.000,00 (tiga puluh lima

miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan:

1. Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp11.404.471.211,09;
2. Jalan TlangSaling-Petai Keriting senilai Rp8.492.205.781,16;
3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp8.835.935.110,68;
4. Jalan Rimbo kedui-SLB Rp3.312.842.583,4;

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28
Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM
selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin
MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai,
diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, SE. Selaku Sekretaris Daerah
Kabupaten Seluma;
Pada tanggal 16 Maret 2011 H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN
EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai, = mengajukan
pencairan uang muka proyek, dengan surat permohonan Nomor
24/PSP/1/2011, yang ditujukan kepada  Pengguna Anggaran untuk
pencairan uang muka 15 % dari nilai kontrak jamak senilai
Rp50.785.801.000,00 (lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta
delapan ratus satu ribu rupiah) dan berdasarkan permohonan dari H.
JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT
Puguk Sakti Permai, kemudian Terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.
Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka
tersebutsecara bertahapsenilai Rp33.460.801.050,00 (tiga puluh tiga miliar
empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah) atau
56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam
puluh miliar rupiah)dengan rincian sebagai berikut :

No | Nomor SP2D Tanggal Nilai

1 960/488/I11/LS/IDPPKAD/2011 22 Maret 2011 Rp. 11.548.000.000,-

2 960/489/I111/LS/IDPPKAD/2011 22 Maret 2011 Rp.7.425.000.000,-

3 960/577/11l/LS/DPPKAD/2011 4 April 2011 Rp. 10.500.000.000,-

4 960/695/I11/LS/IDPPKAD/2011 4 April 2011 Rp. 3.987.801.050,-
Jumlah Rp.33.460.801.050,-

Besaran pencairan uang muka yang diajukan H. JORESMIN NURYADIN
Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai
yang di setujui oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH. Bin ISMAIL
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selaku Bupati Seluma tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan tentang
pembayaran uang muka sebagaimana diaturdalam  Peraturan
PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Pemerintah, Pasal 88 ayat (3) menyatakan “besarnya uang
muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2
(dua) pilihan, yaitu 20% (dua puluh perseratus ) dari kontrak tahun pertama
atau 15 % ( lima belas perseratus) dari nilai kontrak”, sehingga seharusnya
besarnya uang muka yang dapat dibayarkan kepada Terdakwa PT Puguk
Sakti Permai vyaitu :
- 20% dari kontrak tahun pertama (Rp60.000.000.000,00) senilai
Rp12.000.000.000,00 atau
- 15% dari nilai kontrak (Rp338.572.007.000,00) senilai
Rp50.785.801.050,00;
dengan demikian pembayaran yang seharusnya diterima oleh PT Puguk
Sakti Permai dalam pembayaran uang muka hanya senilai
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
Bahwa pembayaran uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan,
karena tidak menjaminkan aset yang dimiliki dan atau jaminan bank atau
jaminan asuransi, melainkan hanya formalitas saja tertulis dalam berita
acara pembayaran uang mukasebesar 15% dari nilai kontrak senilai
Rp46.928.412.000,00 ( empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh
delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dan senilai
Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)yang dikeluarkan oleh PT
Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), padahal aset dari objek yang
dijaminkan tidak ada, hal tersebut tidaktidak sesuaidengan Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
PemerintahPasal 1 ayat (35) menyatakan: “surat jaminan yang selanjutnya
disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan
tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh  Bank
Umum/Perusahaan Pejaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh
Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya
kewajiban Penyedia Barang/Jasa”;
Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan
pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan
konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak
untuk masa tahun anggaran 2011 pada rekening PT Puguk Sakti Permai di
Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor rekening 3030107002311 dan
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Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan Nomor rekening 0115-01-002072-30-
1 adalah sebagai berikut :
1. Kontrak Anak Tahap | sebesar Rp24.750.000.000,00 (Sumber Dana Ad-

hoc)

Tahap | (Uang Muka) SP2D, tanggal 22 Maret -2011 Rp7.425.000.000
Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011 Rp6.113.250.000
Termin 74% SP2D , tanggal 29 Nopember 2011 Rp4.776.750.000
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011 Rp6.435.000.000 +
Jumlah Rp24.750.000.000

(dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

2. Kontrak Anak Tahap Il sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU)
Tahap | (Uang muka) SP2D,tanggal 22 Maret 2011 Rp11.548.000.000
Tahap Il (Uang Muka) SP2D, tanggal 04 April 2011 Rp10.500.000.000
Tahap Il (Uang Muka) SP2D, tanggal 04 Mei 2011 Rp 3.987.801.000
Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011  Rp 6.805.000.000
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011  Rp 2.401.198.150 +

Jumlah Rp 35.241.999.200

(Tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus

sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Bahwa kontrak untuk tahun anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah

diterima oleh PT Puguk Sakti Permai,namun berdasarkan hasil

pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas

Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan

kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak, yaitu :

1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) ruas
jalanpekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan
konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun
jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke Badan
Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu dan diteruskan ke
Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan surat Nomor 145/UN.30.9/PP/2013
tanggal 22 Januari 2013 yaitu :

Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting;
Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan;
Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedui;
Jalan Rimbo Kedui-SLB;
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Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas,

pada pekerjaan 4 (empat) ruas jalan, yaitu :

2. Berdasarkan

Ketebalan base B=22cm yang belum memenuhi ketebalan rencana

25 cm;

Derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %.

Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapai

persyaratan teknis

karena berdasarkan persyaratan teknis

kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari

959%;

laporan pelaksanaan bantuan

tenaga ahli, terhadap 3

(tiga) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan

jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan

pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas
Teknik Universitas Bengkulu Nomor: 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30
Juli 2013, yaitu:

Jalan bunga Mas- Kejari-Kota Agung Bundaran;

Jalan Talang Saling-Petai Keriting;

Jalan Ampar Gading- Sembayat;

dengan perincian :

2.1.Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

No Uraian Satuan | Volume Volume hasil | Volume hasil
addendum | pengukuran pengukuran
lapangan lapangan -
volume
addendum
1 2 3 4 5 6=5-4
1 Mobilasi Ls 0,02 WAJAR -
2 Galian untuk | M3 243,75 WAJAR -
selokan
Drainase dan
saluran air
Galian Biasa M3 146.716,30 | 155.949,08 9.232,78
Timbunan Biasa | M3 10.075,89 | 4.436,64 (5.639,25)
dari Selain Galian
Seumber Bahan
5 Timbunan Pilihan | M3 15.000,00 | 21.567,71 6.567,71
Penyiapan Badan | M2 46.050,09 | 57.642,28 11.592,19
Jalan
7 Struktur , Beton | M3 98,18 WAJAR -
K250
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8

Baja
U24 Polos

Tulangan

Kg

11309,71

WAJAR -

Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume

Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume

2.2.Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting

No Uraian Satuan Volume Volume hasil | Volume hasil
addendum pengukuran pengukuran
lapangan lapangan -
volume
addendum
1 2 3 4 5 6=5-4
1 Mobilasi Ls 0,02 WAJAR -
2 Galian Biasa M3 86.424,31 73.500,49 (12.923,82)
3 Timbunan Pilihan | M3 23.165,81 19.259,03 (3.906,78)
4 Penyiapan M2 40.900,00 51.187,04 10.287,04
Badan Jalan
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume
Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume
2.3.Ruas Jalan Ampar Gading- Sembayat
No Uraian Satuan Volume Volume  hasil | Volume hasil
addendum pengukuran pengukuran
lapangan lapangan -
volume
addendum
1 2 3 4 5 6=5-4
1 Mobilasi Ls 0,02 WAJAR -
3 Galian Biasa M3 61.624,11 65.871,75 4.247,64
4 Timbunan Biasa | M3 14.180,57 - (14.180,57)
dari Selain
Galian Seumber
Bahan
5 Timbunan Pilihan | M3 28.761,60 18.926,20 (9.835,40)
Penyiapan M2 45.749,00 51.429,88 5.680,88
Badan Jalan

Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume

Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume

Bahwa perbuatan Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL,

telah menyalahgunakan

kewenangan dalam jabatannya selaku Bupati

Seluma dengan melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak sesuai

dengan peraturan perundangan-undangan, dengan menerbitkan Peraturan

Bupati yang dijadikan acuan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa khusus pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan
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jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan

pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, sehingga

Peraturan Bupati tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan

maksud untuk memenangkan perusahaan PT Puguk Sakti Permai yang

direkturnya adalah JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI yang
merupakan anak kandung dari Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH.

Bin ISMAIL;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH.

Bin ISMAIL yang telah menyalahgunakan kewenangan selaku Bupati

Seluma tersebut, sehingga PT Puguk Sakti Permai yang tidak mempunyai

kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan mengakibatkan

pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang
telah ditanda tangani dan disepakati;

Akibat perbuatan Terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL, berdasarkan

hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu

terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK

Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu,

terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp4.185.750.353,37 (empat

miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima pulih ribu tiga ratus
lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen) dengan perincian :

1. Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I Nomor
11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan
Pemerintah Daerah kabupaten Seluma tahun 2011 termasuk Pekerjaan
Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi
Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak
untuk masa Tahun Anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik
pada 4 (empat) ruas jalan sehingga terjadi kerugian negara senilai
Rp499.756.390,62 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh
ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh
dua sen);

2. Berdasarkan Laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu
Nomor SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013dalam rangka
perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana
korupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan Jalan Kota Tais
Kabuapten Seluma dengan konstruksi Hotmik Tahun Anggaran 2011,
telah terjadi kerugian keuangan senilai Rp3.685.993.962,75 (tiga miliar
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